KODE DOKUMEN: ADV-DTKS-2026-001
KLASIFIKASI: DOKUMEN PUBLIK/EDUKASI HUKUM

PT SUARA SIBER INDONESIA
MEDIA INVESTIGASI INDONESIA

DIVISI RISET DAN DATA

CONTOH SURAT PERMOHONAN INFORMASI DAFTAR
PENERIMA MANFAAT
DASAR HUKUM: UU NO. 14 TAHUN 2008 (KIP)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten (Nama Kabupaten)
U.p. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Perihal: Keberatan atas Pengabaian Hak Pendaftaran DTKS/Bansos

Berdasarkan temuan di lapangan, saya/kami melaporkan adanya dugaan pengabaian
kewajiban pelayanan publik oleh pihak (Sebutkan Nama Desa/Instansi) terkait pendaftaran
DTKS bagi warga prasejahtera.

Adapun fakta yang terjadi:

1. Warga atas nama (Nama) telah mengajukan pendaftaran namun tidak diproses dalam
Musdes/Muskel.

2. Ditemukan adanya indikasi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat pada wilayah
(Sebutkan Lokasi).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Kami meminta pihak Dinas Sosial untuk melakukan supervisi dan
verifikasi ulang terhadap data kemiskinan di lokasi tersebut demi tegaknya keadilan sosial.

Hormat kami,

(Nama Pelapor/LSM)

DOKUMEN INI DISEDIAKAN OLEH INVESTIGASIINDONESIA.CO.ID SEBAGAI RUJUKAN RESMI WARGA.
Penanggung Jawab Data: Redaktur
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